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RUANG

ABSTRAK

CATATAN

Kebutuhan organisasi untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan
professional, sertamempertimbangkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016
jo. Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Perda) No. 9 Tahun 2016
serta Peraturan Bupati(Perbup) No. 21 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan ketentuan
perundangan.

Dasar Hukum Peraturan Bupatiini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun
1959 sebagaimanatelah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU
No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1
Tahun 2026; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun
2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2021;
PERMENPAN RB No. 7 Tahun 2022; PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA No. 9 Tahun 2016.

Perbup ini mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang, yang merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan bidang pertanahan dan penataan ruang yang menjadi kewenangan
daerah. Susunan organisasi terdiri atas kepala dinas, sekretaris, bidang perencanaan dan
redistribusi tanah, bidang penatagunaan tanah, bidang penanganan dan pengendalian
administrasi pertanahan, bidang tata ruang, subbagian umum ketatalaksanaan dan
kepegawaian, subbagian perencanaan, kelompok jabatan fungsional, kelompok jabatan
pelaksanadan unit pelaksanateknis daerah. Pengangkatan dan pemberhentian jabatan
struktural dilakukan oleh bupati.

Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Oktober 2023.

Pejabat yang sudah ada sebelum berlakunya perbup ini tetap melaksanakan tugasnya
sampai dengan ditetapkannya pejabat baru sesuai ketentuan dalam perbup ini.
Padasaat perbup ini mulai berlaku, Perbup No. 21 Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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